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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N
Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Samarinda yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam sidang  majelis hakim  telah

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jombang, 23 November 1996, umur 23

tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawati  PT.  Garda  Mitra

Satya, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Samarinda,

selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 26 Mei 1993, umur 26 tahun,

agama Islam,  pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA,

tempat  kediaman  di  Jalan,  Kota  Samarinda,  selanjutnya

disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019

telah  mengajukan  gugatan cerai  gugat  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Samarinda Nomor  1960/Pdt.G/2019/PA.Smd,  tanggal

14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah,

menikah pada tanggal 11 Maret 2016 dan dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota
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Samarinda  Provinsi  Kalimantan  Timur sebagaimana  tercatat

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:  066/12/III/2016, tanggal  11

Maret 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  orangtua  Tergugat  di  jalan

Anjasmoro, Kota Samarinda selama 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2016  rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat mulai  tidak rukun, karena antara Penggugat

dengan  Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan. Saat

Penggugat  menanyakan  masalah  penghasilan  Tergugat,

Tergugat  malah  justru  diam  saja.  Bahkan  orangtua  Tergugat

sering  ikut  campur  dalam  hal  rumah  tangga  seperti  saat

Penggugat ingin  mengunjungi orang tua Penggugat,  padahal

saat  itu  di  rumah  orang  tua  Penggugat  sedang  ada  acara,

namun  orangtua  Tergugat  malah  justru  melarang  Penggugat

pergi mengunjungi orangtua Penggugat, bahkan Tergugat malah

justru memihak orangtua Tergugat dan malah justru mengusir

Penggugat  dari  rumah  kediaman  orangtua  Tergugat  jika

Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  bersabar  dan  menasehati

Tergugat, namun perselisihan dan pertengakarn tetap tidak bisa

dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat tersebut terjadi  pada bulan Mei tahun 2016

yang  akibatnya  Penggugat  diusir  oleh  Tergugat  dari  rumah

orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan
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Tergugat  tidak  pernah  kumpul  lagi  sebagaimana  layaknya

pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  lagi  melanjutkan  hubungan

perkawinan  bersama  Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat

mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

    Berdasarkan dalil-dalil  tersebut di atas, Penggugat mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

Primer 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Riduan  Nor

Hamdani    bin  Achmad  Yani) terhadap  Penggugat  (Siti

Fatimah binti Subroto Wijoyo);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  semua

biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider 

    Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  ditentukan  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang

menghadap ke persidangan,  meskipun kepadanya telah dipanggil  dengan

resmi  dan  patut  sebagaimana  relaas  nomor  1960/Pdt.G/2019/PA.Smd.

tanggal  21  Oktober  2019  dan  tanggal  29  Oktober  2019  yang  dibacakan

di  persidangan,  sedang  ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  karena

adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian

antara  Penggugat  dan  Tergugat  di  persidangan,  dan  juga  tidak  dapat

mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi  karena  Tergugat  tidak
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pernah  hadir  di  persidangan,  namun  Majelis  Hakim  telah  berusaha

menasihati  Penggugat  agar  ia  dapat  kembali  rukun  membina  rumah

tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor: 

066/12/III/2016, tanggal 11 Maret 2016, yang isinya menerangkan  telah 

terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut 

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta 

bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P; 

Bahwa  selain  bukti  surat  tersebut,  Penggugat  juga  menghadirkan

dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpah

saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat  karena Penggugat adalah anak

kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;      

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga tinggal  di  rumah orangtua  Tergugat  di  Jalan  Anjasmoro, Kota

Samarinda selama 2 bulan;       

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

dikaruniai keturunan;               

- Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis,  namun  sekarang  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April  2016 yang lalu,

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  Penggugat  pernah  cerita  dengan  saksi  masalah  rumah

tangganya yang tidak harmonis lagi;   

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat  karena

Tergugat  tidak  terbuka  masalah  keuangan,  sehingga  memicu

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;      
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- Bahwa saat ini Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal,

sejak bulan Mei 2016 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah

kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun

kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga,  tempat  tinggal,  Kota  Samarinda,  di  bawah

sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  Penggugat  adalah

keponakan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;      

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga tinggal  di  rumah orangtua  Tergugat  di  Jalan  Anjasmoro, Kota

Samarinda selama 2 bulan;       

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

dikaruniai keturunan;               

- Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis,  namun  sekarang  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April  2016 yang lalu,

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  Penggugat  pernah  cerita  dengan  saksi  masalah  rumah

tangganya yang tidak harmonis lagi;   

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat  karena

Tergugat  tidak  terbuka  masalah  keuangan,  sehingga  memicu

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;      

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal,

sejak bulan Mei 2016 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah

kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun

kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyatakan  tidak mengajukan bukti  apapun lagi

dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap

pada gugatan semula dan mohon putusan; 

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal 

yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya

perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan

Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  dan  juga  tidak  dapat

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi,  sesuai dengan Pasal 7

ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak

pernah  datang  menghadap  persidangan,  akan  tetapi  Majelis  Hakim telah

berusaha  menasihati  Penggugat  agar  ia  dapat  kembali  rukun  membina

rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  maupun  wakilnya  tidak  pernah  hadir

di  persidangan  dan  ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  adanya  alasan

yang  sah  menurut  hukum,  oleh  karenanya  harus  dinyatakan  tidak  hadir

dan menurut  Pasal  149 (1)  R.Bg.  perkara ini  dapat  diputus tanpa hadirnya

Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P  yang  diajukan

Penggugat  di  persidangan,  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  hubungan

hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan

yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara

perceraian ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  menghadirkan  dua  orang

saksi  di  persidangan  untuk  menguatkan  kebenaran  alasan  gugatannya,

yang  mana  dari  keterangan  para  saksi  tersebut  saling  bersesuaian  dan

mendukung  dalil  gugatan  Penggugat  tentang  keadaan  rumah  tangga
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Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal  sejak

bulan Mei 2016 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi  tersebut

dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis  Hakim menemukan  fakta  bahwa rumah tangga  Penggugat

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  terus  menerus,  bahkan  sudah  pisah  tempat  tinggal,

sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sangat  sulit  untuk  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami  istri,  oleh karena itu  alasan Penggugat  untuk

bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum

karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat 

telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh 

Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis 

Hakim sebagai berikut:

اذا ادعت الزوجسسة اضسسرارالزوج بهسسا بمسسا لايسسستطاع
معه دوام العشرة بين امثلهمسسا ايجسسوز لهسسا ان تطلب
من القاضى التفرايق وحينئذ ايطلقها القاضسسى طلقسسة

بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهم
Artinya:  Apabila  seorang  istri  menggugat  suaminya  telah  memberikan

kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk  bergaul  antara  keduanya,  maka  boleh  bagi  istri  untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadaratan
dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  maka  Majelis  Hakim  sepakat  mengabulkan  gugatan  Penggugat

dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989 sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Riduan  Nor  Hamdani

bin Achmad Yani),  terhadap Penggugat  (Siti  Fatimah binti  Subroto

Wijoyo);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

yang dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal 05 Nopember 2019 Masehi,

bertepatan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami, H. M. Asy’ari,

S.Ag.,  S.H.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Juraidah  dan

H.  Burhanuddin,  S.H.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy’ari, S.Ag., S.H., M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Hakim Anggota,

             Dra. Juraidah 

 Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H. 

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.
 

    

Perincian biaya perkara:

-  Pendaftaran  Rp  30.000,00

-  Proses  Rp  50.000,00

-  Pemanggilan  Rp255.000,00

-  PNBP                              Rp  20.000,00

-  Redaksi  Rp  10.000,00

-  Meterai                                     Rp    6.000,  00  

   J u m l a h                       Rp371.000,00

   (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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